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ABSTRAK 

 

ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH DIWAJIBKANNYA PENERAPAN 

IT INVENTORY TERHADAP LAMANYA PENYELESAIAN AUDIT 

KEPABEANAN (AUDIT DELAY) 

Studi Empiris Pada Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor 

Tujuan Ekspor 

 

Oleh 

 

VETTY RIZA ASTIKA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris adakah perbedaan 

sebelum dan sesudah diwajibkannya penerapan IT inventory terhadap lamanya 

waktu penyelesaian audit kepabeanan (audit delay) pada perusahaan penerima 

fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Impor (KITE) tahun 2012 dan 2014. 

Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling menghasilkan 12 

sampel. Teknik analisis penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi 

klasik dan uji beda berpasangan (paired samples t-test). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perusahaan penerima fasilitas KITE yang diaudit pada tahun 

2012 rata-rata membutuhkan waktu 211,08 hari untuk proses audit. Sedangkan 

perusahaan penerima fasilitas KITE yang diaudit pada tahun 2014 rata-rata 

membutuhkan waktu 155,58 hari untuk proses audit. Diwajibkannya penerapan IT 

inventory selaku variabel independen memiliki hubungan negatif signifikan 

terhadap lamanya penyelesaian audit kepabeanan (audit delay). 

 

 

Kata kunci :  IT inventory dan audit delay. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS BEFORE AND AFTER THE MANDATORY OF IT 

INVENTORY’S APPLICATION ON THE LENGTH OF CUSTOMS 

AUDIT COMPLETION (AUDIT DELAY) 

(Empirical Study on Companies Receiving Import Ease to Export Facility) 

 

By 

 

VETTY RIZA ASTIKA 

 

The aim of this research is to examine empirically the difference before and after 

the mandatory of IT inventory’s application on the length of customs audit 

completion (audit delay) in recipient company of Ease Import for Export 

Destination (KITE) facilities in 2012 and 2014. The samples are selected by 

purposive sampling method which result 12 samples. Analysis methods use the 

statistic descriptive, the assumptions of classical test, and compare means test 

(paired samples t-test). The results of this study show that recipient company of 

KITE facilities which audited in 2012 spent average 211,08 days for audit 

process. Meanwhile, recipient company of KITE facilities which audited in 2014 

spent average 155,58 days for audit process. The mandatory of IT inventory’s 

application as the independence variable has negatively significant correlation on 

the length of customs audit completion (audit delay). 

 

 

Keywords: IT inventory and audit delay. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu instansi 

pemerintahan yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia. Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam membangun 

industri nasional sangatlah penting, salah satunya dengan cara memberikan 

berbagai macam insentif  fiskal kepada para pelaku industri. Insentif fiskal yang 

diberikan dapat berupa penangguhan Bea Masuk, PPN atau PPN dan PPnBM 

tidak dipungut, dan PPh Pasal 22 Impor. 

Fasilitas insentif fiskal salah satunya diberikan kepada perusahaan penerima 

fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Fasilitas Kemudahan Impor 

Tujuan Ekspor (KITE) merupakan pemberian pembebasan dan atau pengembalian 

Bea Masuk (BM) atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor 

barang maupun bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang 

hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Tujuan utama dari diberikannya fasilitas 

KITE adalah untuk meningkatkan ekspor nonmigas. Namun tidak mudah bagi 

suatu perusahaan untuk memperoleh fasilitas KITE, berdasarkan Peraturan 
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Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.04/2013 salah satunya 

syarat bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas KITE adalah perusahaan 

tersebut harus memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER).  

Begitu besarnya peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam bidang 

kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan di wilayah kepabeanan Indonesia 

sebagai pengelola penerimaan negara khususnya di bidang kepabeanan dan cukai, 

sehingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga perlu melaksanakan 

kegiatan pengawasan terhadap berbagai fasilitas fiskal yang diberikan kepada para 

pelaku usaha selaku Wajib Pajak (WP). Pelaksanaan audit dalam bidang 

kepabeanan dan cukai merupakan salah satu instrumen pengawasan keuangan 

negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka 

mengamankan penerimaan negara.  

Auditor Kantor Pusat Bea dan Cukai sebagai pelaksana kegiatan audit kepabeanan 

dan cukai yang melakukan pemeriksaan langsung atas pembukuan seringkali 

mengalami kesulitan. Kesulitan dalam pelaksanaan audit yang dialami auditor 

dapat dilihat dari banyaknya tunggakan Laporan Hasil Audit (LHA) yang tidak 

dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Target penyelesaian audit yang diberikan 

selama tiga bulan sejak dikeluarkannya Surat Tugas (ST) seringkali tidak dapat 

dipenuhi. Data rekapitulasi mengenai rentang waktu penyelesaian Laporan Hasil 

Audit (LHA) dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut: 
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Tabel 1.1 Penyelesaian Laporan Hasil Audit Tahun 2012-2014 

No. LHA Jumlah Keterangan 

1. ST Thn 2012 752 buah 460 Lewat Waktu 

2. ST Thn 2013 692 buah  404 Lewat Waktu 

3. ST Thn 2014 316 buah 275 Lewat Waktu 

Sumber: Kantor Pusat DJBC Tahun 2015 

Tertundanya penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) tersebut diduga akan 

berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan negara karena dengan banyaknya 

Laporan Hasil Audit (LHA)  yang mengalami keterlambatan penyelesaian akan 

menyebabkan jumlah perusahaan yang selesai diperiksa menjadi lebih sedikit, 

sehingga kesempatan untuk memperoleh temuan audit yang akan memberikan 

tambahan terhadap penerimaan negara akan lebih rendah. 

Terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat 

penyelesaian LHA salah satunya adalah faktor-faktor yang berasal dari 

perusahaan. Pada kesempatan ini peneliti menggunakan penerapan IT inventory 

sebagai proyeksi faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit 

kepabeanan (audit delay). 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris 

perbedaan sebelum dan sesudah diwajibkannya penerapan IT inventory terhadap 

lamanya waktu penyelesaian audit kepabeanan (audit delay) pada perusahaan 

penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) tahun 2012 dan 

2014. 
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IT inventory merupakan sistem pencatatan persediaan berbasis komputer. 

Diwajibkannya penerapan  IT inventory oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

(DJBC) pada perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor 

(KITE) diharapkan dapat mempermudah proses kegiatan audit kepabeanan 

sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya audit delay karena 

perusahaan yang telah menerapkan IT inventory memiliki sistem pencatatan 

persediaan yang lebih terintegrasi dan terkendali. 

Di Indonesia, penelitian terhadap audit delay umumnya dilakukan di sektor bisnis. 

Penelitian mengenai IT inventory yang mulai ditetapkan sebagai salah satu syarat 

bagi perusahaan penerima fasilitas KITE di wilayah pabean Indonesia masih 

belum banyak dilakukan. Pada umumnya penelitian mengenai dampak 

diterapkannya suatu sistem baru pada kegiatan pembukuan perusahaan terhadap 

audit delay menggunakan variabel pengaruh penerapan International Financial 

Reporting Standard (IFRS) sebagai variabel independen. Misalnya penelitian 

yang dilakukan oleh Haryani (2014) menyatakan bahwa penerapan IFRS tidak 

berpengaruh terhadap audit delay, artinya setiap auditor akan melakukan 

prosedur-prosedur audit yang sama pada laporan keuangan perusahaan baik yang 

belum maupun yang telah menerapkan IFRS, sehingga tidak mempengaruhi 

panjang pendeknya waktu yang dibutuhkan auditor dalam melakukan kegiatan 

audit. Pada panelitian yang dilakukan oleh Haryani (2014) disimpulkan bahwa 

diterapkannya suatu perlakuan baru pada kegiatan pembukuan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. 
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Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Che-Ahmad (2012) yang 

menyatakan bahwa penerapan IFRS mempengaruhi audit delay secara positif dan 

signifikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Che-Ahmad (2012) dapat 

diketahui bahwa diterapkannya suatu perlakuan baru dalam kegiatan pembukuan 

perusahaan akan berpengaruh terhadap lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan proses audit. Hal tersebut terjadi karena kompleksitas dalam 

penerapan IFRS sehingga menyebabkan waktu yang dibutuhkan auditor untuk 

mengaudit laporan keuangan menjadi lebih lama. 

Penelitian mengenai audit kepabeanan di Indonesia juga masih relatif terbatas, 

sementara wawasan mengenai audit delay pada audit kepabeanan penting bagi 

pemakai informasi Laporan Hasil Audit (LHA) sebagai output dari kegiatan audit 

kepabeanan. Dengan demikian pengujian mengenai dampak sebelum dan sesudah 

diwajibkannya penerapan IT inventory terhadap lamanya waktu penyelesaian 

audit kepabeanan (audit delay) menjadi penting dan juga menjadi motivasi 

penelitian ini. 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah adakah perbedaan yang terjadi terhadap 

lamanya penyelesaian audit kepabeanan (audit delay) sebelum dan sesudah 

diwajibkannya penerapan IT inventory pada perusahaan penerima fasilitas 

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) tahun 2012 dan 2014? 
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1.2.2 Batasan Masalah 

Untuk  memfokuskan peneliti an agar masalah yang diteliti memiliki ruang 

lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini dibatasi pada penerapan IT inventory yang dimiliki oleh 

perusahaan terhadap lamanya waktu penyelesaian audit kepabeanan (audit 

delay). 

2. Objek penelitian dibatasi pada perusahaan yang terdaftar sebagai penerima 

fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) tahun 2012 dan 2014. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti adakah perbedaan yang 

terjadi terhadap lamanya penyelesaian audit kepabeanan (audit delay) sebelum 

dan sesudah diwajibkannya penerapan IT inventory pada perusahaan penerima 

fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) tahun 2012 dan 2014. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) penelitian ini 

menjadi masukan dalam kegiatan evaluasi dan pengambilan keputusan 

bagi peningkatan kinerja auditor. 

2. Bagi auditor DJBC penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai 

dampak diwajibkannya penerapan IT inventory terhadap lamanya waktu 

penyelesaian audit kepabeanan sehingga para auditor dapat meningkatkan 

kinerjanya dengan cara merencanakan prosedur dan penugasan audit 

dengan lebih matang pada audit berikutnya. 

3. Bagi para akademisi penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

melakukan penelitian-penelitian sejenis terutama penelitian dalam bidang 

auditing mengenai variabel-variabel yang signifikan menjelaskan 

hubungan antara penerapan IT inventory terhadap lamanya waktu 

penyelesaian audit kepabeanan (audit delay). 

4. Bagi peneliti, penelitian ini dharapkan dapat menambah wawasan 

khususnya mengenai audit kepabeanan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Compliance Theory (Teori Kepatuhan) 

Kepatuhan merupakan bentuk kedisiplinan dalam melaksanakan perintah, Dalam 

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh adalah sifat taat pada perintah atau 

peraturan, serta berdisiplin. Tuntutan kepada perusahaan penerima fasilitas 

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) atas kepatuhan terhadap penyusunan 

dan penyampaian laporan keuangan maupun dokumen-dokumen lain yang 

dibutuhkan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan audit kepabeanan diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 yaitu perubahan atas Undang-

Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Peraturan tersebut 

menyatakan bahwa importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, 

pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, 

atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan 

harus dilakukan dengan baik agar menggambarkan keadaan atau kegiatan usaha 

yang sebenarnya.  
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Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1995 tentang kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberlakukan 

sistem self assessment dalam melakukan pemungutan pajak yaitu dengan 

memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung, memotong dan 

menyetorkan pajaknya sendiri. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai otoritas 

pajak dalam hal ini bersifat pasif dan hanya memberikan penjelasan, pengawasan, 

dan koreksi atas kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya (Esya, 2008). 

Sistem self assessment yang diterapkan sesuai Undang-Undang tersebut 

memberikan wewenang bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan 

audit di bidang kepabeanan dan cukai. Hal ini tercantum dalam Peraturan Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit 

Kepabeanan dan Audit Cukai. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa 

audit kepabeanan dan cukai bertujuan untuk menguji kepatuhan para Wajib Pajak 

(WP) yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas pembukuan, surat menyurat dan 

catatan persediaan barang masyarakat maupun badan usaha yang memiliki 

keterkaitan dalam kegiatan ekspor dan impor. 

Pelaksanaan audit ini dilakukan oleh auditor Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai secara terpusat. Pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai dilakukan 

setelah barang dikeluarkan dari wilayah pabean (post clearance audit), sehingga 

para pelaku usaha diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan baik 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 
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Di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 

Pasal 28 ayat 7 disebutkan bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas 

catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan 

dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. 

Atas permintaan pejabat bea dan cukai, para Wajib Pajak (WP) diharuskan untuk 

menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti 

dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data 

elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan untuk 

kepentingan audit kepabeanan. 

2.1.2 Audit Delay 

Beberapa literatur mengukur audit delay sebagai waktu dari akhir tahun keuangan 

perusahaan sampai pada tanggal pelaporan audit (Kogilavani Apadore dan Marjan 

Mohd Noor, 2013; Shukeri dan Sherliza, 2009). Audit delay yang semakin 

panjang menyebabkan ketepatwaktuan (timeliness) laporan keuangan semakin 

berkurang.  

Namun pada penelitian ini, peneliti menggunakan pengukuran audit delay 

berdasarkan waktu sejak tanggal surat perintah pelaksanaan audit diberikan 

hingga waktu diselesaikannya Laporan Hasil Audit (LHA). Berdasarkan Peraturan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit 

Kepabeanan dan Audit Cukai, pelaksanaan audit harus diselesaikan dalam jangka 

waktu paling lama tiga bulan (90 hari) sejak tanggal Surat Tugas (ST). Pada 

penelitian ini peneliti membuat asumsi bahwa kondisi audit delay terjadi apabila 
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auditor belum dapat menyelesaikan Laporan Hasil Audit (LHA) yang ditugaskan 

kepadanya melebihi rentang waktu tiga bulan (90 hari).  

2.1.3 IT Inventory 

Sistem informasi persediaan berbasis komputer adalah suatu sistem informasi 

yang dirancang dan dibangun oleh perusahaan terkait persediaan barang dengan 

cara mengintegrasikan sistem input, proses dan output menggunakan teknologi 

komputer dalam menghasilkan informasi terkait persediaan yang dibutuhkan oleh 

stakeholder. Sistem informasi persediaan merupakan salah satu subsistem dari 

sistem informasi akuntansi yang akan menghasilkan informasi laporan keuangan 

dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh stakeholder. Hal ini dijelaskan dalam 

rancangan buku pedoman Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer untuk 

Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Perusahaan 

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang disusun oleh Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai (DJBC). 

Sistem informasi persediaan berbasis komputer  atau yang lebih dikenal dengan IT 

Inventory harus dibuat oleh perusahaan untuk memudahkan pengawasan 

persediaannya sehingga persediaan lebih terjaga dan aman dari kehilangan atau 

hal lainnya. Selain itu IT inventory akan memudahkan perusahaan dalam 

perhitungan costing yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan. Sesuai 

dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 

tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, 

atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, pada pasal 3 ayat 2 

(b) dinyatakan bahwa perusahaan penerima fasilitas KITE wajib menerapkan IT 
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inventory sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  Nomor Induk Perusahaan 

Pembebasan (NIPER Pembebasan) fasilitas KITE. 

Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2013, 

sehingga pada awal tahun 2012 hingga akhir tahun 2012 merupakan kondisi 

perusahaan penerima fasilitas KITE sebelum Peraturan Menteri Keuangan 

tersebut ditetapkan dengan kata lain pada tahun 2012 perusahaan penerima 

fasilitas KITE belum diwajibkan menerapkan IT inventory dan tidak ada 

konsekuensi jika perusahaan belum menerapkan IT inventory. Adapun pada tahun 

2014 merupakan kondisi perusahaan penerima fasilitas KITE setelah adanya 

intervensi Pemerintah mengenai penerapan IT inventory yaitu dengan 

diberlakukannya secara efektif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

176/PMK.04/2013 dengan kata lain pada tahun 2014 perusahaan penerima 

fasilitas KITE sudah diwajibkan menerapkan IT inventory. Sejak diberlakukannya 

Peraturan Menteri Keuangan tersebut, perusahaan yang belum menerapkan IT 

inventory tidak akan memperoleh NIPER dan bukan tergolong sebagai perusahaan 

penerima fasilitas KITE melainkan digolongkan sebagai importir umum. 

Tahun 2013 tidak diikutsertakan dalam penelitian ini karena tahun 2013 

merupakan tahun transisi dimana mulai dilakukannya sosialisasi oleh Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai terhadap pengguna jasa mengenai penerapan IT inventory. 

Penelitian ini ingin membuktikan secara empiris apakah terdapat perbedaan 

sebelum dan sesudah diwajibkannya penggunaan IT inventory terhadap lamanya 

waktu penyelesaian audit kepabeanan pada perusahaan penerima fasilitas KITE 

yang menjadi sampel penelitian. 
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2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

IT inventory merupakan sistem pencatatan persediaan berbasis komputer. 

Diwajibkannya penerapan  IT inventory bagi perusahaan penerima fasilitas KITE 

diharapkan dapat mempermudah proses kegiatan audit kepabeanan sehingga dapat 

mengurangi kemungkinan terjadinya audit delay. Penelitian ini ingin menguji ada 

atau tidaknya perbedaan lamanya penyelesaian audit kepabeanan (audit delay) 

sebelum dan sesudah diwajibkannya penerapan IT inventory. Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 merupakan dasar hukum yang mewajibkan 

penggunaan IT inventory sebagai salah satu syarat perusahaan untuk memperoleh 

fasilitas KITE.  

Penelitian terdahulu yang sejenis yaitu penelitian yang dilakukan untuk melihat 

ada atau tidaknya pengaruh penerapan suatu perlakuan baru pada kegiatan 

pembukuan perusahaan terhadap audit delay pada instansi pemerintahan 

dilakukan oleh Corey (2012). Corey melakukan sebuah penelitian yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap audit delay 

dan compilation report delay terhadap instansi pemerintahan di Mississippi yang 

melebihi deadline pelaporan Negara (tahun fiskal 2007) dengan mengajukan 

rumusan masalah yang dibagi ke dalam tiga faktor yaitu (1) report message 

content dan kompetensi manajerial (2) akuntabilitas dan (3) lingkungan audit. 

Pada bagian report message content dan kompetensi manajemen diproksikan 

dengan posisi laporan keuangan, rata-rata rasio kinerja dan jumlah temuan audit. 

Pada bagian akuntabilitas diproksikan dengan total utang jangka panjang dan 

penerapan single audit, sedangkan pada bagian lingkungan audit diproksikan 
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dengan jumlah pembiayaan besar (major funds) yang dilaporkan, jarak antara 

KAP dengan klien dan keahlian auditor. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini sebanyak 166 instansi pemerintahan yang terdiri atas 55 pemerintah kabupaten 

dan 111 pemerintah kota. 

Corey menggunakan ordinary-least-square regression untuk menguji beberapa 

variabel yang mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data 

audit maupun compilation report dengan kantor auditor pemerintah. Penelitian ini 

juga menggunakan logistic regression untuk menguji pengaruh dari beberapa 

variabel yang mempengaruhi luasnya dampak dari pengajuan audit atau 

compilation report setelah deadline pengajuan surat tugas dibandingkan dengan 

ketepatwaktuan pengajuan. Data dikumpulkan dari audit dan compilation report 

dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang ada di Mississippi dengan 

tahun fiskal 2007. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Corey menunjukkan bahwa posisi 

keuangan yang direfleksikan dengan rasio total asset terhadap pendapatan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay, tetapi posisi keuangan yang 

direfleksikan oleh rasio perubahan asset bersih terhadap total pendapatan memiliki 

hubungan positif dan signifikan terhadap audit delay. Tingginya tingkat temuan 

audit memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap audit delay maupun 

compilation report delay. Jenis opini audit yang diperoleh berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap  terjadinya audit delay. Penerapan single audit tidak 

berpengaruh secara negatif terhadap audit delay. Jarak antara KAP dengan klien 

berpengaruh positif terhadap audit delay dan berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap compilation report delay. Semakin besar jumlah utang jangka panjang 

tidak berpengaruh terhadap audit delay. Jumlah pembiayaan besar (major funds) 

yang dilaporkan berpengaruh negatif terhadap audit delay tetapi tidak signifikan 

dan major funds tidak berpengaruh terhadap compilation report delay. Keahlian 

auditor berpengaruh negatif baik terhadap audit delay maupun compilation report 

delay. 

Salah satu variabel yang diuji dalam penelitian yang dilakukan oleh Corey adalah 

pengaruh penerapan single audit terhadap audit delay. Instansi pemerintahan yang 

menerapkan single audit diwajibkan mengumpulkan paket laporan auditan tidak 

lebih dari sembilan bulan setelah akhir tahun fiskal auditee. Penerapan single 

audit diukur menggunakan variabel dummy yaitu dengan memberikan kode angka 

1 untuk instansi yang menerapkan single audit dan  angka 0 untuk instansi yang 

tidak menerapkan single audit. Hasil penelitian Corey terhadap variabel 

penerapan single audit menunjukkan bahwa penerapan single audit tidak 

berpengaruh secara negatif terhadap audit delay. Artinya, baik akuntabilitas 

tambahan yang dibutuhkan oleh instansi yang diwajibkan menerapkan perlakuan 

single audit dalam mengumpulkan data maupun daerah pengumpulan data yang 

lebih sempit tidak mempengaruhi penurunan audit delay dalam pelaporan hasil 

audit.  

Penelitian serupa dilakukan oleh Che-Ahmad (2012). Che-Ahmad melakukan 

penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh diterapkannya FRS 138 

mengenai intangible asset terhadap audit delay. Dalam penelitiannya, Che-Ahmad 

menggunakan 2440 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia periode 
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2005-2008 sebagai sampel penelitian. Data sekunder berupa data finansial dan 

non finansial diperoleh melalui laporan keuangan tahunan masing-masing 

perusahaan yang dapat didownload dari Bursa Malaysia Company Announcement 

Webpage. 

Che-Ahmad menggunakan panel regression analysis untuk menguji beberapa 

variabel yang diduga mempengaruhi audit delay. Che-Ahmad menggunakan 

variabel dummy untuk merepresentasikan variabel penerapan FRS 138. Angka 0 

mewakili perusahaan yang belum mengadopsi FRS 138, sedangkan angka 1 

mewakili perusahaan yang telah mengdopsi IFR 138 dalam penyusunan laporan 

keuangannya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Che-Ahmad menunjukkan bahwa FRS 138 

mempengaruhi audit delay secara positif dan signifikan. Artinya, perusahaan yang 

telah mengadopsi FRS 138 akan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi 

sehingga auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan 

proses audit.  

Pada kesempatan kali ini, peneliti juga ingin meneliti mengenai ada atau tidaknya 

perbedaan kondisi dari diterapkannya suatu perlakuan baru pada kegiatan 

pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap audit delay, namun variabel 

yang digunakan bukan penerapan single audit seperti yang digunakan oleh Corey 

ataupun adopsi FRS 138 seperti yang digunakan oleh Che-Ahmad. Dalam 

penelitian ini, variabel yang akan diuji adalah penerapan IT inventory. Perusahaan 

yang telah menerapkan IT inventory memiliki pencatatan persediaan yang lebih 

terintegrasi dan terkendali sehingga memudahkan auditor dalam melakukan 
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proses audit. Hal ini diduga akan menjadi salah satu faktor penyebab perusahaan 

yang telah menerapkan IT inventory akan mengalami audit delay yang lebih 

pendek dibandingkan perusahaan yang belum menerapkan IT inventory. Sehingga 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:  

H0 = Diwajibkannya penerapan IT inventory tidak memberikan 

perbedaan signifikan terhadap lamanya waktu penyelesaian audit 

kepabeanan (audit delay). 

H1 = Diwajibkannya penerapan IT inventory memberikan perbedaan 

negatif signifikan terhadap lamanya waktu penyelesaian audit 

kepabeanan (audit delay). 
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2.3 Model Penelitian 

Model penelitian dirancang untuk dapat lebih memahami mengenai konsep 

penelitian dan arah dari hubungan kausalitas dari variabel independen dan 

dependen. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Pribadi (2012), konsep 

dalam penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana perbedaan lamanya 

penyelesaian audit kepabeanan (audit delay) sebelum dan sesudah diwajibkannya 

penerapan IT inventory. Model penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Data dan Sampel Penelitian 

Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

penerima fasilitas KITE yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di 

Indonesia. Peneliti memilih tahun 2012 dan 2014 sebagai tahun pengamatan serta 

memilih perusahaan penerima fasilitas KITE sebagai objek penelitian dengan 

mempertimbangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu diwajibkannya penerapan IT inventory. Tahun 2013 tidak digunakan dalam 

penelitian ini karena tahun 2013 merupakan tahun transisi. Pada tahun 2013 

kemungkinan besar sudah banyak perusahaan yang menerapkan IT inventory 

sebagai dampak dari sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai mengenai penerapan IT inventory. 

Terdapat perlakuan nyata terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE jika tidak 

menerapkan IT inventory sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Nomor 

Induk Perusahaan (NIPER)  sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 pasal 3 ayat 2 (b). Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 mulai diberlakukan sejak tanggal 6 
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Desember 2013, sehingga dapat diketahui bahwa seluruh perusahaan penerima 

fasilitas KITE sejak awal tahun 2014 telah diwajibkan untuk menerapkan IT 

inventory. Perusahaan yang belum menerapkan IT inventory dalam kegiatan 

usahanya tidak dapat memperoleh Nomor Induk Perusahaan (NIPER) atau dengan 

kata lain perusahaan tersebut tidak dapat memperoleh fasilitas KITE melainkan 

digolongkan sebagai importir umum. 

Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

purpossive sampling, yaitu pemilihan sampel yang dilakukan dengan cara 

memberikan kriteria-kriteria tertentu terhadap populasi sehingga dapat terpilih 

menjadi sampel penelitian. Kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan terdaftar sebagai penerima fasilitas KITE pada tahun 2012 dan 

2014. 

b. Perusahaan terdaftar sebagai perusahaan penerima perlakuan audit 

kepabeanan pada tahun 2012 dan 2014. 

c. Data-data mengenai variabel penelitian yang akan diteliti tersedia lengkap 

dalam rekapan laporan keuangan yang tercatat di Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data sekunder. Indriantoro (2009) menyatakan bahwa data sekunder 

adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain) misalkan bukti catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan 

dan tidak dipublikasikan. Meskipun data dokumenter tersebut tidak 

dipublikasikan pada situs resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan tetapi 

data tersebut dapat diperoleh dengan cara mengajukan surat permohanan izin 

resmi dari pihak Universitas yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai untuk mengakses data perusahaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

penelitian. Dengan kata lain, penelitian serupa dapat dilakukan kembali. 

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari rekapan laporan keuangan dan 

dokumen-dokumen terkait yang berisi daftar nama perusahaan, tanggal Surat 

Tugas (ST) audit yang ditujukan untuk dilakukannya kegiatan audit kepabeanan 

bagi masing-masing perusahaan, tanggal diterbitkannya Laporan Hasil Audit 

(LHA) dan lamanya hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan audit 

kepabeanan terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE tahun 2012 dan 2014 

yang menjadi sampel. Data tersebut merupakan data sekunder eksternal yang 

bersumber dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta.  

3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu variabel bebas 

(independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas atau independen 
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dalam penelitian ini adalah penerapan IT inventory perusahaan penerima fasilitas 

KITE tahun 2012 dan 2014. Variabel terikat atau dependennya yaitu lamanya 

waktu penyelesaian audit kepabeanan (audit delay) yang terjadi pada sampel 

penelitian.  

3.3.1 Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini audit delay menjadi variabel dependen serta menjadi variabel 

utama penelitian. Audit delay adalah jangka waktu penyelesaian audit laporan 

keuangan tahunan sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai tanggal yang 

tertera pada laporan auditor independen (Estrini, 2013). Namun pada penelitian 

ini, peneliti menggunakan asumsi pengukuran audit delay berdasarkan jumlah hari 

yang dibutuhkan sejak tanggal Surat Tugas (ST) pelaksanaan audit diberikan 

hingga waktu diselesaikannya Laporan Hasil Audit (LHA). 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 

tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, pelaksanaan audit harus 

diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal Surat Tugas 

(ST) dikeluarkan. Berdasarkan kondisi tersebut peneliti mengasumsikan bahwa 

jika dalam rentang waktu tiga bulan auditor belum dapat menyelesaikan Laporan 

Hasil Audit (LHA) yang ditugaskan kepadanya, maka kondisi tersebut dikatakan 

sebagai audit delay. 

AUDTIME= (Tanggal Laporan Hasil Audit (LHA) – Tanggal Surat Tugas (ST)) 
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3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan IT inventory. 

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Corey (2012), yang menggunakan 

variabel dummy dalam penelitiannya untuk memproksikan instansi pemerintahan 

yang menerapkan sistem single audit dan yang tidak. Variabel penerapan IT 

inventory dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel dummy. Dalam 

penelitian ini, peneliti memberikan angka 0 untuk perusahaan penerima fasilitas 

KITE yang tidak mengalami penurunan audit delay setelah diwajibkannya 

penerapan IT inventory yaitu lamanya waktu audit yang dibutuhkan pada tahun 

2014 tidak mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, sedangkan angka 1 

untuk perusahaan penerima fasilitas KITE yang mengalami penurunan audit delay 

setelah diwajibkannya penerapan IT inventory yaitu lamanya waktu audit yang 

dibutuhkan pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. 

3.4 Alat analisis 

Indriantoro (2009) menyatakan bahwa analisis data penelitian merupakan bagian 

dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data 

penelitian dilakukan. Dalam analisis ini, data-data yang dipilih dan dikumpulkan 

mulai diolah dan dikelola dengan menggunakan metode-metode analisis statistik 

dan kemudian dapat memberikan interpretasi. Data diolah menggunakan 

Microsoft Excel dan SPSS 21.0 (Statistical Program for Social Science). 
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3.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan analisis data yang menjadi 

sampel dalam penelitian. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai jumlah, rata-

rata, nilai minimum dan maksimum serta deviasi standar dari data yang 

digunakan.  

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Untuk menguji apakah model penelitianyang digunakan dalam penelitian ini layak 

atau tidak untuk digunakan maka perlu dilakukan uji asumsi klasik dan untuk 

memastikan bahwa sampel yang diteliti terbebas dari gangguan normalitas sebagai 

syarat untuk dilakukannya uji beda. 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk menghindari terjadinya bias, data yang 

digunakan sebaiknya berdistribusi normal. Uji normalitas juga melihat apakah 

model penelitian yang digunakan sudah baik. Ghozali (2013) menyatakan bahwa 

model penelitian yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov.  

Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas, dengan 

ketentuan: 

 Jika probabilitas > 0,05 maka hipotesis diterima karena data berdistribusi 

normal. 
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 Jika probabilitas < 0,05 maka hipotesis ditolak karena data tidak 

berdistribusi normal. 

3.4.3 Pengujian Hipotesis 

3.4.3.1 Uji Beda t - Test Berpasangan (Paired Samples t - Test) 

Uji Beda t - Test Berpasangan (Paired Samples t - Test) digunakan untuk 

menentukan apakah kedua sampel yang saling berhubungan memiliki nilai rata-

rata yang berbeda (Ghozali, 2013). Uji Beda t - Test Berpasangan (Paired 

Samples t - Test) dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua 

nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel atau 

secara rumus dapat ditulis sebagai berikut: 

  t     =          Rata-rata sampel pertama – Rata-rata sampel kedua 

                        Standar error perbedaan rata-rata kedua sampel 

Tujuan dilakukannya Uji Beda t - Test Berpasangan (Paired Samples t - Test) 

adalah untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berhubungan satu 

dengan yang lain, apakah kedua grup tersebut memiliki nilai rata-rata yang sama 

ataukah tidak sama secara signifikan. Jika hasil Uji Beda t - Test Berpasangan 

(Paired Samples t - Test) menunjukkan bahwa t hitung > t table maka H0 ditolak 

dan H1 diterima, apabila t hitung < t table maka H0 diterima. 

Dalam penelitian ini Uji Beda t - Test Berpasangan (Paired Samples t - Test) 

digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan mengenai 

lamanya penyelesaian audit kepabeanan (audit delay) sebelum dan sesudah 
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perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) 

diwajibkan untuk menerapkan IT inventory. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan 

antara sebelum dan sesudah diwajibkannya penerapan IT inventory oleh 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada perusahaan penerima fasilitas 

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang terdaftar di Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai di Indonesia terhadap lamanya penyelesaian audit kepabeanan 

(audit delay). Dalam penelitian ini data sekunder bersumber dari Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta berupa jumlah hari yang dibutuhkan 

auditor dalam melakukan proses audit kepabeanan pada masing-masing 

perusahaan yang menjadi sampel penelitian yaitu 12 perusahaan. 

Berdasarkan hasil dan analisis data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 

maka dapat diambil simpulan bahwa pada tahun pertama penerapan IT inventory 

yaitu pada tahun 2014 terdapat perbedaan yang negatif dan signifikan terhadap 

lamanya penyelesaian audit kepabeanan (audit delay). Artinya, diwajibkannya 

penerapan IT inventory yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

(DJBC) kepada perusahaan penerima fasilitas KITE dapat secara efektif 
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diterapkan oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi jumlah hari yang 

dibutuhkan auditor dalam melakukan proses audit kepabeanan. Perusahaan 

penerima fasilitas KITE yang diaudit pada tahun 2014 rata-rata mengalami waktu 

audit yang lebih pendek jika dibandingkan dengan waktu audit yang dibutuhkan 

auditor dalam melakukan proses audit kepabeanan perusahaan yang bersangkutan 

pada tahun 2012. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Populasi penelitian ini terbatas pada perusahaan penerima fasilitas 

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan tahun pengamatan yang 

terbatas yaitu tahun 2012 dan 2014 (dua tahun). 

2. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen berupa 

penerapan IT inventory. 

5.3 Saran 

Dari hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan saran yang dapat menjadi 

pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Sebaiknya keduabelah pihak yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

(DJBC) dan perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan 

Ekspor (KITE) dapat terus saling bersinergi untuk memaksimalkan 

efisiensi penggunaan IT inventory sebagai salah satu instrumen yang dapat 

mempermudah kegiatan audit kepabeanan karena untuk menerapkan IT 
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inventory keduabelah pihak sudah mengeluarkan biaya yang pasti tidak 

sedikit jumlahnya jadi jangan sampai biaya yang telah dikeluarkan 

menjadi kurang bermanfaat. 

2. Menggunakan periode penelitian dengan rentang waktu yang lebih 

panjang untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. 

3. Menambah atau menggunakan variabel independen lain yang diduga 

mempengaruhi lamanya penyelesaian audit kepabeanan (audit delay) 

seperti variabel banyaknya jenis barang yang dimiliki perusahaan karena 

setiap jenis barang memiliki tarif pajak yang berbeda dan variabel 

klasifikasi industri. 
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